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ABSTRACT 

 

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan pidana kejahatan serta memberikan 

sanksi hukum kepada pelaku kejahatan, seperti pencurian. Dalam hal ini memerlukan petugas penegak hukum sesuai 

aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta tindak pidana 

pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Pasal 362. Dalam penelitian 

junal ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normative yang dilakukan berdasarkan norma-norma dan 

peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai konsekuensi yang jelas. Pendekatan yang digunakan 

dalam penulisan adalah “Statute Approach” yaitu pendeketan perundang-undangan dan “Conceptual Approach” 

yaitu pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan latar belakang yang terjadi dalam tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan, dimana dalam hal ini memiliki beberapa faktor yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor 

kelalaian korban, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor lifestyle. Tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan di kualifikasi merupakan suatu pencurian yang termasuk kedalam kasus pencurian dengan pemberatan 

yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Kepolian Negara Republik Indonesia memiliki peran 

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan melalui 

pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan, 
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PENDAHULUAN 

Hukum adalah kumpulan 

peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah atau otoritas yang 

berwenang untuk mengatur perilaku 

masyarakat dalam suatu negara atau 

wilayah. Hukum memberikan kerangka 

kerja bagi individu dan institusi untuk 

berinteraksi antar satu dengan yang 

lainnya menggunakan cara yang 

dianggap adil dan seimbang. Dalam 

masyarakat hal ini sejalan dengan 

pendapat1. Hukum adalah peraturan-

peraturan yang dirangkai untuk 

mengatur tingkah laku individu sebagai 

anggota masyarakat, serta memiliki 

tujuan untuk keselamatan, kebahagian, 

dan tata tertib. Hukum mencakup 

berbagai bidang seperti hukum pidana, 

hukum perdata, hukum konstitusi, 

hukum internasional, hukum bisnis, dan 

lain-lain. Hukum pidana dalah sutau 

cabang hukum yang mengenai tindak 

pidana kejehatan dan memberikan 

sanksi kepada pelau kejahatan. Hukum 

pidana menyatakan bahwa tindak 

kejahatan akan diberikan sanksi yang 

tegas terhadap pelaku kejahatam, 

seperti pidana penjara, pidana denda, 

 
1 Akhbar A, Maswandi, dan Kartika, 

“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak 

Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang 

Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 

37/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Mdn).” 

ataupun hukuman mati. 

Pidana perlu penegakan hukum 

yang setegaknya menurut Satjipto 

Raharjo (1987) yaitu upaya dalam 

penegakannya serta fungsi dalam 

norma-norma hukum secara langsung 

sebagai pendoman perilaku dalam 

berlalu lintas serta hubungan-hubungan 

hukum dalm kehidupan masyarakat dan 

negara2. Dalam hal ini diperlukan 

aparat penegak hukum sesuai dalam 

aturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

menyatakan bahwa: 

 

“Fungsi kepolisian adalah 

salah satu fungsi pemerintaham 

Negara di bidang pemeliharan 

keamana, dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada 

masyarakat.” 

 

Sedangkan dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang  Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, mempunyai kewajiban 

2 Hendra, Sembiring, dan 

Situmorang, “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 

DENGAN KEKERASAN YANG 

MENGAKIBATKAN KEMATIAN.” 
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yaitu: 

1. “Kepolisian mempunyai 

kewajiban untuk : 

a) Memelihara ketertiban 

dan menjamin keamanan 

umum. 

b) Mencegalh daln

 memberaln

tals

 menjallalrn

yal penyalkit-

penyalkit malsyalralkalt. 

c) Memelihalral keselalmaltaln 

negalral terhaldalp 

galnggualn dalri dallalm. 

d) Memelihalral 

keselalma ltaln oralng, 

bendal da ln malsyalralkalt 

termalsuk memberi 

perlindungaln daln 

pertolongaln. 

e) Mengusalhalkaln 

ketalalaltaln walrgal 

negalral daln malsyalralkalt 

terhaldalp peralturaln-

peralturaln negalral. 

2. Dallalm bidalng peraldilaln 

mengaldalkaln 

penyidikaln altals 

kesejalhteralaln daln 

pelalngga lraln menurut 

 
3 Indonesia, Undang-Undang tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 

ketentualn-ketentualn 

dallalm Hukum A lcalral 

Pidalnal daln lalin-lalin 

peralturaln negalral 

3. Mengalwalsali alliraln-

alliraln kepercalyalaln 

yalng dalpalt 

membalhalyalkaln 

malsya lralkalt 

4. Melalksalnalkaln tugals-

tugals khusus yalalng 

diberikaln kepaldalnyal 

oleh sualtu peraltura ln 

negalral.”3 

 

Denga ln mengetalhui fungsi 

penegalk hukum diha lra lpka ln tindalk 

pencurialn disertali kekeralsa ln dalpa lt 

dialta lsi secalra l ba lik. Tindalk pida lnal 

pencurialn disertali kekeralsaln dia ltur jugal 

da llalm Kitalb Unda lng- Undalng Hukum 

Pida lnal (KUHP) BAlB XXII Pa lsa ll 362 

ya lng berbunyi, sebalgali berikut: 

 

“Balralngsialpal mengalmbil 

sesualtu balra lng, yalng salma l 

sekalli altalu sebalgialn termalsuk 

kepunyalaln oralng lalin, dengaln 

malksud alkaln memiliki balralng 

itu dengaln melalwaln ha lk, 

dihukum, kalrenal pencurialn, 

Tahun 2002, LN 2002/ No. 2, LN 4168, ps. 2.  
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dengaln hukumaln penjalra l 

selalmal-lalmalnyal limal talhun 

a ltalu dendal sebalnyalk-

balnyalknyal Rp.900.-”  

 

Da llalm Kitalb Unda lng-Unda lng Hukum 

Pida lnal (KUHP) memiliki beberalpa l 

ka ltegori, salla lh sa ltunyal yalitu pencurialn 

dengaln a lda lnya l kekeralsa ln seperti 

pencurialn sepedal motor ya lng dilalkuka ln 

dengaln alda lnya l kekeralsa ln alta lu yalng 

dikenall dengaln begall termalsuk seba lgali 

property crime (kejalha ltaln terhalda lp 

ha lrtal bendal). Dalla lm melalkukaln tindalk 

kejalha ltalnnyal, pelalku bisalnya l 

menggunalka ln kekeralsa ln dengaln 

jumlalh pelalku ya lng tidalk sedikit, malka l 

bialsa lnya l peristiwal begall terkalda lng 

menimbulkaln korba ln jiwal sehinggal 

begall sebalga li bentuk violence crime 

(kejalha ltaln dengaln kekeralsa ln).4 

Berdalsa lrka ln penjelalsa ln ini 

penulis melalkukaln penelitialn da ln 

mengkalji permalsa llalha ln-permalsa llalha ln 

seperti: 

1. Alpa l lalta lr belalka lng 

pelalku mela lkuka ln 

tindalk pidalna l pencurialn 

dengaln kekeralsa ln? 

2. Ba lgalimalna l upa lyal 

 

4
Sukri, Asril, dan Lelana, “PERAN 

PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN 

KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN 

KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 

penegalka ln hukum 

terhalda lp tindalk pidalnal 

pencurialn dengaln 

kekeralsa ln? 

METODE PENELITIAlN 

Da llalm menjalwa lb permalsa llalha ln ya lng 

telalh dirumuskaln da llalm penelitialn 

menggunalka ln metode penelitialn yuridis 

normaltive. Yuridis merupalka ln penelitialn ya lng 

didalsa lrka ln normal-normal sertal peraltura ln 

perundalng-unda lngaln da ln memiliki 

konsekuensi. Pendekaltaln ya lng digunalka laln 

da llalm penulisaln jurnall ini yalitu “Staltute 

A lpproalch” ya litu pendekaltaln perunda lng-

unda lngaln da ln “Conceptuall Alpproalch” ya litu 

pendekaltaln konseptuall. 

Teknik penulisaln jurnall ini 

menggunalka ln hukum primer ya lng 

merupalka ln balha ln hukum yalng memiliki 

kekualta ln hukum mengikalt, seperti Undalng-

Unda lng Nomor 2 Talhun 2002 tenta lng 

Kepolisialn Negalra l Republik Indonesial, Kitalb 

Unda lng-Unda lng Hukum Pida lna l (KHUP). 

Sertal hukum sekunder merupalka ln jurna ll-

jurnall hukum, daln website hukum.  

PEMBAlHAlSAlN  

A. Laltalr Belalkalng Pelalku Dallalm 

Melalkukaln Tindalk Pidalna l 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA 

PEKANBARU).” 

 



~ 232 ~ 
 

Pencurialn Dengaln Kekeralsaln 

Pencurialn merupalka ln 

tindalka ln kriminallitals ya lng dalpa lt kital 

temukaln palda l sebua lh malsya lra lkalt. 

Terdalpa lt allalsa ln mengalpal pelalku 

pencurialn melalkuka ln tindalk 

pencurialn tersebut, bialsa lnya l pencuri 

melalkukalnnya l alta ls da lsalr untuk 

mencalri keuntungaln, pemenuhaln 

kebutuhaln, sertal a lda lnya l kesempaltaln. 

Na lmun, alla lsa ln alpalpun tidalk 

dibenalrka ln di haldalpa ln hukum. 

Pencurialn dengaln kekera lsa ln 

dinalma lkaln denga ln peralmpokaln, di 

malna l  pelalku pencurialn melalkuka ln 

kekeralsa ln alga lr memudalhkaln alksinya l 

da llalm mengalmbil balralng milik 

korba ln. Jika l dilihalt dalri perpektif 

hukum, tindalka ln peralmpokaln ya lng 

dila lkuka ln tida lk berdalsa lrkaln nilali dalri 

a lpal ya lng dicuri, tetalpi berda lsa lrka ln 

seberalpa l balnya lk kekualtaln yalng 

pelalku guna lkaln untuk 

mengintimidalsi korba lnnyal

5. Terdalpalt 

beberalp fa lktor yalng dalpalt 

menyebalbkaln pencuria ln dengaln 

melibaltkaln kekeralsa ln, yalitu: 

1. Falktor Ekonomi 

Ekonomi sering menjaldi 

fa lktor dominaln balgi setialp 

ora lng yalng melalkuka ln 

 
5 I Gusti Ayu Sri Adinda dan Kadek Julia 

Mahadewi, “Pencurian Disertai Kekerasan dalam 

kejalha ltaln sehinggaln hall 

ini berhubungaln dengaln 

kejalha ltaln da ln kemiskinaln 

di da llalm kehidupaln 

seha lri-halri. 

2. Falktor Pendidikaln 

Pendidikaln merupalka ln 

kebutuhaln primer balgi 

setialp individu sehinggal 

malsya lra lka lt berhalk 

mendalpa ltkaln pendidikaln 

lalya lk dalri sekolalh dalsa lr 

hinggal pergurua ln tinggi. 

Tetalpi jikal melihalt 

fa lktalnya l, beberalpa l 

malsya lra lka lt belum 

mendalpa ltkaln pendidikaln 

dikalrena lkaln beberalpa l 

a llalsa ln, sa llalh sa ltunya l 

malha llnyal bialya l 

pendidikaln sehinggal 

ora lng tual tida lk malmpu 

untuk membialya l 

pendidikaln alna lknyal. Ha ll 

ini menyebalbka ln terhalda lp 

tingkalh lalku a lna lknyal.  

3. Falktor Kengalngguraln 

Denga ln perkembalnga ln 

zalma ln, lowongaln 

perkerjalaln menjaldi 

sedikit. Hall ini terjaldis 

Pandangan Ilmu Kriminologi”, Jurnal 

Kewarganegaraan, (Vol. 6 No. 3 Tahun 2022) : 5. 
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ka lrenal sedikitnyal 

lowonga ln pekerjala ln yalng 

tersedial daln menyebalbka ln 

ba lnyalknya l penggalngura ln. 

Sehinggal terjaldinyal 

tindalk pencurialn untuk 

memenuhi kehidupaln 

seha lri-halri.  

4. Falktor Kelallalialn korbaln 

Fa lktor kelallalialn korba ln 

berpengalruh terhalda lp 

tindalk pida lnal pencurialn, 

ka lrenal korbaln yalng tidalk 

sa lda lr balhwa l bendal 

berhalrga l ya lng dibalwa l 

terkalda lng menjaldi pusalt 

perhaltialn ba lgi pelalku 

kejalha ltaln.  

5. Falktor Pergalulaln  

Perga lulaln menjaldi falktor 

ya lng mempengalruhi 

pembentukaln pribaldi 

seseora lng, ka lrenal malnusia l 

merupalka ln malhluk sosia ll 

sehinggaln a lka ln 

berinterkalsi denga ln ora lng 

lalin. Da llalm hall ini alka ln 

menyebalbkaln perubalha ln 

pribaldi pa ldal seseora lng 

tersebut. Contohnyal, bilal 

kital beralda l beralda l di 

 
6 Hafiz Dwisyah Putra dan Nurhafifah, 

“TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG 

DISERTAI DENGAN KEKERASAN”, Jurnal Ilmiah 

lingkungaln yalng positif, 

malka l kital alka ln terbentuk 

menjaldi oralng ya lng positif 

begitupun seballiknyal. 

6. Falktor Lifestyle 

Ga lya l hidup dengaln 

perkembalngaln za lmaln 

a lkaln menjaldi fenomenal 

ya lng terus terjaldi disetialp 

talhunnya l daln alka ln terus 

berubalh-uba lh yalng 

menyebalbkaln malsya lra lkalt 

a lkaln mengikuti trend yalng 

a ldal di setialp talhunnya l. 

Sehinggal a lka ln membualt 

tingginyal kebutuhaln a ltalu 

ga lyal hidupnya l.6  

B. Penegalkaln Hukum Terhaldalp 

Tindalk Pidalnal Pencurialn Dengaln 

Kekeralsaln 

Polisi, kejalksa laln, da ln 

pengaldilaln merupa lkaln petuga ls 

penegalk hukum ya lng tergalbung 

da llalm sistem peraldilaln pidalna l 

sehinggal da lpalt dilalksa lnalka ln 

kebijalkaln non penall ya lng membalntu 

upa lyal pengendallialn tinda lk kriminall 

pencurialn disertali dengaln kekeralsa ln. 

Pencurialn denga ln kekeralsa ln 

merupalka ln kejalha ltaln konvensionall 

Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universita Syiah Kuala, (Vol. 2 (1) Februari 2018, pp. 

8-14) : 3-4. 
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ya lng malsih memerlukaln pena lngalna ln 

ya lng cukup tinggi dallalm 

pengendallialnnyal.  

Kekeralsa ln merupalka ln sualtu 

perbualta ln yalng mengguna lkaln tenalga l 

berlebih seperti menggunalka ln 

kekeralsa ln yalng dalpa lt berwujud 

memukul, balik menggunalkaln talnga ln, 

a llalt senjaltal, a ltalupun seba lga linyal. Al.S 

Alla lm menyaltalka ln ba lhwa l kejalha ltaln 

bisa l dilihalt dalri dual perspektif 

berbedal, yalitu perspektif hukum (al 

crime from the legall point of view) di 

malna l tingkalh la lku ya lng melalngga lr 

hukum pidalna l. Serta l perspektif 

malsya lra lka lt (al crime from the sociall 

point of view) memalnda lng kejalha ltaln 

seba lgali tindalka ln yalng tidalk sesuali 

dengaln normal-norma l yalng berlalku 

pa ldal sebua lh malsya lra lkalt.  

Kepolisialn Nega lra l Republik 

Indonesial memiliki peraln da llalm 

memberikaln perlindungaln terhalda lp 

korba ln kejalha ltaln pencurialn disertali 

kekeralsa ln dengaln alda lnyal pencegalha ln 

sertal pemberalntalsa ln pencurialn ya lng 

disertali kekeralsa ln. Ha ll ini dialtur 

da llalm Pa lsa ll 2 Undalng-Unda lng 

Nomor 2 Talhun 2002 tentalng 

 
7 Toto Hartono, Mhb Ansori Lubis, dan 

Syawal Amry Siregar, “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 

DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA 

KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN”. 
8 Kamus Besar Bahas Indonesia, 

Kepolisialn Nega lra l Republik 

Indonesial ya lng memiliki wewenalng 

untuk melindungi malsya lralka lt daln 

negalra l. Denga ln peraln kepolisialn 

da llalm melalkukaln penegalka ln hukum, 

malka l kepolisialn melalkukaln kegia ltaln 

seperti menerimal pengaldua ln 

malsya lra lka lt, melalkuka ln penyelidikaln 

lallu memberikaln berka ls lalpora ln 

tersebut kepaldal ja lksa l penuntut umum 

untuk ditindalk la lnjuti.7 

Pencurialn ya lng disertali 

dengaln kejalha ltaln bia lsa lynyal disebut 

dengaln begall, altalu peralmpok. 

Menurut Kalmus Besalr Balha lsa l 

Indonesial begall alda llalh penyalmun, 

membegall ya lng meralmpals di ja llaln.8 

Seda lngkaln pera lmpok menurut 

Ka lmus Besalr Balha lsa l Indonesial 

a ldalla lh oralng ya lng mengalmbil balra lng 

ya lng buka ln miliknyal secalra l pa lksa l.9 

Tindalk pidalna l dengaln kekeralsa ln 

termalsuk kedalla lm pencurialn 

memberaltka ln kalrenal memiliki unsur-

unsur ya lng memberaltkaln. Sehinggal 

dikuallifikalsi ke da llalm sua ltu kea ldala ln 

ya lng menyebalbka ln sifa ltnyal lebih 

beralt da lri paldal pencurialn bialsa l. 

Menurut Palsa ll 89 Kitalb 

tersedia di: https://kbbi.web.id/begal, diakses 

tanggal 2 April 2023.  
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia di: 

https://kbbi.web.id/rampokm, diakses tanggal 2 April 

2023.  

https://kbbi.web.id/begal,
https://kbbi.web.id/rampokm
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Unda lng-Unda lng Hukum Pida lna l 

(KUHP) da lla lm melalkukaln kekeralsa ln 

memiliki alrti “mempergunalka ln 

tenalga l alta lu kekualtaln ja lsmalni tidalk 

kecil secalral ya lng tidalk sa lh”, seperti 

memukul menggunalkaln talnga ln a ltalu 

semalca lm senjaltal, menendalng, da ln 

lalin-lalin. Sehinggal menurut palsa ll 

tersebut “melalkuka ln kekeralsa ln” iallalh 

perbualta ln yalng membualt ora lng lalin 

menjaldi tidalk berdalya l. 

Pencurialn denga ln pemberaltaln 

dialtur da llalm Pa lsa ll 363 KUHP da ln 

Pa lsa ll 365 KUHP. Da lla lm Pa lsa ll 363 

KUHP berbunyi: 

1) “A lncalmaln dengaln 

pidalnal penjalral palling 

lalmal tujuh talhun: 

a. Pencurialn ternalk. 

b. Pencurialn paldal walktu 

kebalkalraln, letusaln, 

balnjir, gempal bumi, 

altalu gempal lalut, 

gunung meletus, kalpall 

kalralm, kalpall 

terdalmpalr, kecelalkalaln 

keretal alpi, huru halral, 

pemberontalkaln altalu 

balhalyal peralng. 

c. pencurialn di walktu 

mallalm dallalm sebualh 

rumalh altalu pekalralngaln 

tertutup yalng aldal 

rumalhnyal, yalng 

dilalkukaln oleh oralng 

yalng aldalnyal di situ 

tidalk diketalhui altalu 

tidalk dikehendalki oleh 

yalng berhalk. 

d. pencurialn yalng 

dilalkukaln oleh dual 

oralng altalu lebih secalra l 

bersalmal- salmal. 

e. Pencurialn yalng untuk 

malsuk ke tempalt 

melalkukaln kejalhaltaln, 

altalu untuk salmpali paldal 

balralng yalng 

dialmbilnyal, dilalkukaln 

dengaln membongkalr, 

merusalk altalu memalnjalt 

altalu dengaln memalkali 

kunci pallsu, perintalh 

pallsu altalu palkalialn 

jalbaltaln (seralgalm) 

pallsu. 

2) Jikal pencurialn yalng 

diteralngkaln dalla lm 

nomor 3 diserta li 

dengaln sallalh saltu ha ll 

yalng tersebut dallalm 

nomor 4 daln 5, 

dijaltuhkaln hukumaln 

penjalral selalma l-

lalmalnyal Sembilaln 
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talhun.”10 

Seda lngkaln pencurialn dengaln kekeralsa ln 

memiliki unsur-unsur ya lng terdalpa lt di Pa lsa ll 

365 KUHP ya lng berbunyi: 

1) Dengaln hukumaln penjalral 

selalmal-lalmalnyal sembilaln 

talhun, dihukum pencurialn yalng 

didalhului, disertali altalu diikuti 

dengaln kekeralsaln altalu 

a lncalmaln kekera lsaln terhaldalp 

oralng, dengaln malksud alkaln 

menyialpkaln altalu memudalhkaln 

pencurialn itu altalu jikal 

tertalngkalp talnga ln supalyal aldal 

kesempaltaln balgi dirinyal sendiri 

a ltalu balgi kalwalnnyal yalng turut 

melalkukaln kejalhaltaln itu alkaln 

melalrikaln diri altalu supalyal 

balralng yalng dicuri itu tetalp, 

a ldal ditalngalnnyal. 

2) Hukumaln penjalral selalmal-

lalmalnyal dual belals talhun, 

dijaltuhkaln: 

a. Jikal perbualtaln 

itu dilalkukaln 

pa ldal walktu 

ma llalm di dallalm 

sebualh rumalh 

altalu pekalralngaln 

yalng tertutup, 

yalng aldal 

 
10 Tim Yurudis.id, “Pasal 362 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana)”, tersedia di: 

rumalhnyal altalu 

dijallaln umum 

altalu di dalla lm 

keretal alpi altalu 

trem yalng 

sedalng berjallaln. 

b. Jikal perbualtaln 

itu dilalkukaln 

oleh dual oralng 

bersalmal-salmal 

altalu lebih. 

c. Jikal si tersallalh 

malsuk ke tempalt 

melalkukaln 

kejalhaltaln itu 

dengaln jallaln 

membongkalr 

altalu memalnja lt, 

altalu dengaln 

jallaln memalka li 

kunci pallsu, 

perintalh pallsu 

altalu palkalialn 

jalbaltaln pallsu. 

d. Jikal perbualtaln itu 

menjaldikaln aldal 

oralng menda lpalt 

lukal beralt. 

3) Hukumaln penjalral selalmal-

lalmalnyal limal belals talhun 

dijaltuhkaln jikal kalrenal 

https://yuridis.id/pasal-363-kuhp-kitab-undang-

undang-hukum-pidana/, diakses pada tanggal 3 April 

2023.  
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perbualtaln itu alda l oralng malti. 

4) Hukumaln malti altalu hukumaln 

penjalral seumur hidup altalu 

penjalral sementalral selalmal- 

lalmalnyal dual puluh talhun 

dijaltuhkaln, jikal perbualtaln itu 

menjaldikaln aldal oralng 

mendalpalt lukal beralt altalu malti, 

dilalkukaln oleh dual oralng 

bersalmal-salmal altalu lebih daln 

disertali pulal oleh sallalh saltu hall 

yalng diteralngkaln dallalm No. 1 

daln 3.”11 

 

 Da lla lm pela lngga lra ln ya lng terda lpa lt 

di a lya lt (4) memiliki a lnca lmaln pida lna lnya l ya lng 

teridiri da lri “hukuma ln ma lti a lta lu hukuma ln 

penja lra l seumur hidup a lta lu penja lra l sementa lra l 

sela lma l-la lma lnya l dua l puluh ta lhun.” 

KESIMPULAlN 

1. Tinda lk pida lna l pencuria ln denga ln 

kekera lsa ln merupa lka ln sua ltu keja lha lta ln 

konvensiona ll, da lla lm mela lkuka ln 

pengenda llia ln da ln pencega lha lnnya l 

memperluka ln pena lnga ln ya lng cukup 

tinggi. Sehingga ln Kepolisia ln Nega lra l 

Republik Indonesia l memiliki pera ln 

untuk memberika ln perlindunga ln 

hukum terha lda lp ma lsya lra lka lt a lta lupun 

korba ln keja lha lta ln denga ln kekera lsa ln 

ya lng seba lga lima lna l tela lh dia ltur da lla lm 

 
11 Basri, Heni Hendrawati, dan Yulia 

Kurniaty, “KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK 

perunda lng-unda lnga ln.  

2. Tinda lk pida lna l pencuria ln denga ln 

kekera lsa ln ma lsuk keda lla lm kua llifika lsi 

membera ltka ln ka lrena l terda lpa lt unsur-

unsur tersebut ya lng menyeba lbka ln 

bersifa lt lebih bera lt da lri pa lda l pencuria ln 

bisa ls, ma lka l keja lha lta ln tersebut dia ltur 

da lla lm Pa lsa ll 363 da ln Pa lsa ll 365 KUHP. 
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